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KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

abang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam
rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan; -
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dunaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
~ Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten ﬁengkulu
Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dlgg.g

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022

. Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan. g

MEMUTUSKAN :

tusan Kepala Dinas Perumahan dan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
~ ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
- keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

"TAPRAN &%
PAlA LHNAS Ditetapkan di Manna
’ pada tanggal |[ November 2023

Plt. Kepala Dinas
SraNDAR ;«Rem‘mahan dan Kawasan Permukiman
~ \\Kabupaten Bengkulu Selatanf

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN ~ DAN  KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN
~ BENGKULU SELATAN
~ NOMOR TAHUN 2023
~ TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS
PERUMAHAN ~ DAN  KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

E Luyunnn Kawasan Permukiman Kumuh

[A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Service Delivery)
ONEN i Trona URAIAN
“ﬂ Persyaratan  |1. Pengguna Layanan/Masyarakat menyampaikan Proposal Rumah
‘ yanan Tidak Layak Huni Cq. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bengkulu Selatan. )
2. Datang langsung ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman

kabupaten Bengkulu Selatan.

Masyarakat/peng
guna Layanan — P'SPERKlM. .

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Perumahan
3 |Jangkawaktu |- 3Bulan
penyelesaian
4 |(Biaya/ tariff Tidak dipungut biaya
%
5 |Produk Layanan Rumah Tidak Layak Hhuni
Layanan
6 |Penanganan |- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung
pengaduan, ke Bagian Perumahan atau secara tertulis melalui surat yang
saran dan dutujukan kepada : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
masukan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui
website : bedahrumahbengkuluselatan.wordpress.com  website
Dinas:https:/perkimbengkuluselatankab.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
BN s R

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; ko 3l

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; iR AT

6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan|

L w0 DepabelnenRwil Yang

1% Al
RAIA

1 |Dasar Huku

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. Layanan Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Alam

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Service Delivery)

NO | KOMPONEN URAIAN
1 |Persyaratan 1. Masyarakat atau pengguna layanan menyampaikan surat
Pelayanan permohonan tertulis dan profosal pembangunan rumah khusus,

ditujukan ke alamat : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Selatan c.q. Bidang Perumahan (JI. Diponegoro

No. 01 Manna B/S)
2. Datang langsung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman membawa Surat Permohonan dan Profosal
Pembangunan Rumah Khusus.

2 |Sistem,
mekanisme Masyarakat/peng s sevaly DISPERKIM
dan prosedur guna Layanan

Pejabat/ Petugas | Bidang

Pemberi Layanan Perumahan

1.a.Pengguna layanan atau masyarakat menyampaikan surat
permohonan tertulis dan profosal ditujukan kepada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.b.Pengguna Layanan atau Masyarakat datang langsung ke Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman membawa surat permohonan
atau profosal, serta informasi dan syarat —syarat pembangunan
rumah khusus

2.a.Kepala Bidang dapat melayani langsung untuk memberikan
informasi tentang prasyarat dan teknis pembangunan rumah
khusus kepada pengguna layanan (pemohon)

2.b Kepala Bidang mendisposisi/menugaskan pejabat/pegawai yang
berkompeten untuk memberikan informasi tentang prasyarat dan
teknis dalam pembangunan rumah khusus kepada pengguna layanan
(pemohon)

3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan
informasi tentang persyaratan dan teknis pembangunan rumah
khusus kepada pengguna layanan (pemohon)

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk mencatat lembar konsultasi,

menerima dan mengarsipkan surat atau profosal yang diterima

dari pemohon, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada

kepala bidang Perumahan

3 |Jangkawaktu |a. Permohonan yang disampaikan melalui Surat Permohonan:
penyelesaian - Menerima jawaban 1(satu) hari sejak surat permohonan diterima
oleh Bagian Perumahan
b. Permohonan yang disampaikan dengan datang langsung:
- Menerima jawaban dan langsung diproses sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

4 |Biaya/ tariff Tidak dipungut biaya

5 |Produk - Informasi terkait teknis pembangunan rumah khusus korban bencana
Layanan alam

6 |Penanganan |- Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan langsung ke Bagian
pengaduan, Perumahan atau secara tertulis melalui surat ditujukan kepada : Inas
saran dan Perumahan dan Kawasan Permuklman Dipone -
masukan - Menyampaikan pengaduan, saran de

bedahrumahbengkuluselata

Website Dinas: htlps.//pOrIdm
- Kotak saran, Meja xg

dinaa narkimhs

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019;

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisi Beban Kerja;

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

13) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Sarana
prasarana, dan
atau Fasilitas

- Komputer/Laptop
Printer

Alat Tulis Kantor
- Ruang tamu

Kompetensi
Pelaksana

- SDM yang memiliki pengetahuan di Bidang Perumahan
- SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan Informasi

Pengawasan
Internal

Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh
pimpinan atau atasan langsung

Jumlah
Pelaksana

2 orang

Jaminan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Evaluasi
Kinerja
Pelayanan

- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali
dalam satu tahun, selanjutnya dila 1 ' untuk
menjaga dan meningkatka

Dipindai dengan CamScanner

| e

5



https://v3.camscanner.com/user/download

3. Layanan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Service Delivery)

NO | KOMPONEN

1 g:{:ygr"aa':" 1. Masyarakat menyampaikan usulan berupa profosal yang
y didalamnya terdapat foto lokasi, jenis pekerjaan yang diusulkan,
daftar penerima manfaat dan surat hubah (bila ada)

2. Datang langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman menunjukan identitas dan mengisi buku tamu

2 |Sistem,

mekanisme Masyarakat/peng
dan prosedur quna Layandn wml) | DISPERKIM

Pejabat/ Petugas “m— Bidang Kawasan
Pemberi Layanan Permukiman

1.a.Pengguna layanan atau masyarakat menyampaikan surat
permohonan tertulis dan profosal ditujukan kepada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.b.Pengguna Layanan atau Masyarakat datang langsung ke Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman membawa surat permohonan
atau profosal, serta informasi dan syarat —syarat pembangunan

2.a.Kepala Bidang dapat melayani langsung untuk memberikan
informasi tentang persyaratan dan teknis pembangunan
kepada pengguna layanan (pemohon)

2.b Kepala Bidang mendisposisimenugaskan pejabat/pegawai yang
berkompeten untuk memberikan informasi tentang prasyarat dan
teknis dalam pembangunan kepada pengguna layanan (pemohon)

3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan
informasi tentang prasyarat dan teknis pembangunan rumah khusus
kepada pengguna layanan (pemohon) -

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk mencatat lembar konsultasi,
menerima dan mengarsipkan surat atau profosal yang diterima
dari pemohon, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang Perumahan g

3 |Jangkawaktu |- Pembangunan dapat dilaksanakan setelah g@ aran (tahun
penyelesaian berjalan) lebih kurang 3 bulan B

4 |Biayal tariff Tidak dipungut biaya

5 |Produk g ) s o
Layanan - Informasi layanan rumah tidak layak huni B

6 |Penanganan |- Pengaduan ,saran dan masukan dapat
pengaduan, Bagian Perumahan atau secara tertulis m
saran dan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukii
masukan Website Dinas: https//perkimbengkulusels

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B.Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

nan di Internal Organisasi (Manufacturing)
5 5y

Dasar Hukum

iR . URAIAN

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan

dan Analisi Beban Kerja;

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,

12)Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

13)Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Sarana
prasarana, dan
atau Fasilitas

Komputer/Laptop
Printer

Alat Tulis Kantor
Ruang tamu

Kompetensi
Pelaksana

- SDM yang menmiliki pengetahuan di Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan Informasi

Pengawasan
Internal

Pengawasan langsung dan pengendalian inten yang dilakukan oleh
pimpinan atau atasan langsung

Jumlah
Pelaksana

2 orang

Jaminan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Evaluasi
Kinerja
Pelayanan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali
dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

